KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1994
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
. Struktural, dipandang periu membentuk Badan Pertim-
bangan Jabatan Tingkat Nasional.

Mengingat = 1. Pasal 4 ayat {1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
~ Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TEN-
: TANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT
NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan
struktural eselon |, dan pengangkatan dalam jabatan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu  yang
penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan
Presiden.
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(2)

(3)

Pasal 3

Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat
Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.

Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri
dari -

Wakil Presiden sebagai Ketua;

Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;

Menteri Negara Sekretaris Kabinet sebagai Anggota;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

sebagai Anggota;

e. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sehagai
Anggota;

f.  Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

sebagai Sekretaris.

oo oW

Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara fungsional
dilaksanakan oleh satuan ketja yang telah =ada di
lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Tata cara pengusulan calon pejabat struktural eselon 1 dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut :

a.

C.

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintan
Nondepartemen atau Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tingai Negara mengusulkan tiga orang calon
kepada Presiden dengan tembusan kepada Badan
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional. '

Dalam hal pengangkatan Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tinggi  Negara, usul sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diajukan oleh Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.

Pengajuan calon disertai dengan penjelésan mengenal:
1) Uraian tugas jabatan esefon | atau jabatan dalam

Badan Usaha Milik Negara tertentu yang akan
diduduki oleh caion.
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(1)

(2)

(3)

(4)

2) Riwayat hidup calon, yang memuat :

a) Riwayat jabatan;

b) Riwayat pendidikan;

c) Riwayat kepangkatan;

d) Riwayat penugasan lainnya, baik yang langsung
Maupun yang tidak langsung berkaitan dengan
Jabatan.

3) Penilaian umum tentang wawasan dan prestas; ketja
setiap calon sebagaimana diuraikan dalam penilaian
pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
diadakan sekali sefiap bulan atau sewaktu-wakiyu apabila
dipandang perlu oleh Ketua Badan.

Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasiona|
sekurang-kurangnya dihadiri ofeh Ketua, 2 (dua) crang
Anggota dan Sekretaris. :

Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural eselon |
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu,
Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mendengar
penjelasan para Pejabat pengusul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan b.

Dalam mengambi keputusan, Badan Pertimbangan Jabat-
an Tingkat Nasional mempertimbangkan hal-hal sebagai

. berikut :

a. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di instansi
dan pegawai dilingkungan Badan Usaha Milik Negara
tertentu yang bersangkutan;

b. ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Per-
aturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Dalam Jabatan
Struktural, bagi pengangkatan dalam jabatan ese-
lon I;

€. pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana dite-
tapkan dalam Pasal 4 huruf ¢ angka 2 dan angka 3.
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(5} Dalam memberikan pertimbangan, Badan Pertimbangan
Jabatan Tingkat Nasional tidak terikat pada urutan calon
yang diusulkan.

Pasal 6

(1) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangannya
kepada Presiden dengan disertai alasan-alasannya.

(2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah
Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mengambil
keputusan.

Pasal 7

Usul pengangkatan dalam jabatan struktural eselon | oleh
Pejabat yang berwenang, sejauh menyangkut Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang ditugaskaryakan
dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 8
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional dibebankan pada
anggaran belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Pasal 9
Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas di

lingkungan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan
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Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO
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Menimbang

AMengingat

Menetapkan |

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMCR 47 TAHUN 1994 TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan Vi
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998,
dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang = Badan
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;

1.

2.

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN
1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
TINGKAT NASIONAL.
Pasat |
Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan
Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan

Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional, sehingga
ketentuan Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Keanggotaan Badan Pertimbanganr Jabatan Tingkat
Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
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(2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri
dari:

a. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai
Anggota; ‘

c. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;

d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara

sebagai Anggota;

. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

o]

(3) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara
fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah
ada di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian
Negara”.

Pasal |l

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO
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KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 1994
TENTANG

TATA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS D! LINGKUNGAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

KETUA BADAN PERTIM'BANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional dipandang periu
menetapkan tata kerja dan pembagian tugas di
ingkungan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat
Nasional;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang
Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;

MEMUTUSKAN ;
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERTIMBANGAN JABAT-
AN TINGKAT NASIONAL TENTANG TATA KERJA DAN

PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL.

4R




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang mengusulkan adalah Pim-
pinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri,
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
departemen dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara.

2 BAPERJANAS adalah Badan Pertimbangan Jabatan
Tingkat Nasional.

3. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara Tertentu.

BAB Il
TATA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 2
(1) Tugas Ketua BAPERJANAS adalah :

a. Memimpin sidang-sidang BAPERJANAS

b. Memberikan hasil pertimbangan disertai alasan-
alasannya kepada Presiden dalam pengangkat-
an dan pemindahan dalam dan dari jabatan
struktural eselon |, dan pengangkatan dalam
jabatan di lingkungan BUMN yang penetapannya
dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presi-
den.

¢. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan peng-
endalian kepada Sekretaris BAPERJANAS.

(2) Tugas Anggota BAPERJANAS adalah :
a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJANAS.

b. Turut serta secara aktif memberikan pandangan
dan pertimbangan.
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c. Dapat mengusutkan calon lain di luar yang
diusulkan oleh pejabat yang berwenang me-
ngusulkan apabila dipandang periu, untuk
dibahas dalam sidang BAPERJANAS.

d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh
Ketua BAPERJANAS.

(3) Tugas Sekretaris BAPERJANAS adalah :

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

b.  Memimpin Sekretariat BAPERJANAS.

C. Menerima tembusan surat usui tentang pe-:
hgangkatan dan pemindahan dalam dan dari
jabatan struktural eselon I, dan pengangkatan
dalam jabatan di lingkungan BUMN yang pene-
tapannya dilakukan oleh atay dengan per-
setujuan Presiden. '

d. Meminta data dari instansi yang dianggap periu
sebagai bahan sidang BAPERJANAS. _

- €. Menyiapkan bahan-bahan dan sidang BAPER-
JANAS. :

f. Menyiapkan hasil pertimbangan BAPERJANAS
yang akan disampaikan kepada Presiden.

g- Mengundang Anggota BAPERJANAS  untuk

- menghadiri sidang BAPERJANAS.

h.  Atas petunjuk Ketua BAPERJANAS mengundang
pejabat yang berwenang mengusulkan dan atau
pejabat lain yang diperfukan untuk didengar
penjelasannya, o

. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh
Ketua BAPERJANAS.

Pasal 3

(1) Sidang BAPERJANAS diadakan sekali setiap bulan
atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh
Ketua. :

(2) BAPERJANAS dapat melakukan sidang dan meng-
ambil keputusan apabila dihadiri oleh Ketua, seku-
rang-kurangnya dua orang Anggota dan Sekretaris.

248



Pasal 4

(1) Dalam memberikan pertifnbangan kepada Presiden,
Ketua BAPERJANAS tidak terikat pada urutan calon
yang diusulkan.

(2) Apabila dianggap periu Ketua BAPERJANAS dapat
pula mengajukan calon lain di luar yang diusulkan.

(3) Pertimbangan Ketua BAPERIJANAS disampaikan
secara tertulis kepada Presiden selambat-lambatnya
satu minggu setelah keputusan sidang BAPER-
JANAS.

BAB il
SYARAT DAN TATA CARA PENGUSULAN CALON

Pasal 5

Syarat pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari
jabatan struktural esefon |, dan pengangkatan dalam
jabatan - di lingkungan BUMN yang penetapannya
dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden adalah
sebagai berikut:

a. memiliki kemampuan manajerial dan teknis, kecakap-
an serta pengalaman yang diperiukan;

b. memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakar
tugas organisasi;

c. memperhatikan daftar urut kepangkatan (DUK) bag
Pegawai Negeri Sipil di instansinya;

"d. memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu tingkat di
bawah pangkat . terendah yang ditentukan untuk
eselon |;

e. setiap unsur pelaksanaan penilaian pekerjaan dalam
dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bemnitai baik;

f.  telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi
(SPATI) atau yang disamakan, :

g. masih dapat dikembangkan kemampuannya;

h. sehat jasmani dan rohani,

i. memenuhi persyaratan lainnya.
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dengan tembusan kepada BAPERJANAS untuk
perhatian Sekretaris BAPERJANAS, dengan alamat
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
Jalan Sutoyo nomor 12 Jakarta, 134

(2) Usut Sebagaimana  dimasug’ dalam  ayay N,
dilampiri dengan -

2. Uraian tugas jabatan eselon | atay jabatan dalam

BUMN yang akan diduduki, dibuat Seperti conigh
tersebut Lampiran 1.

b. Daftar Riwayat Hidup Calon, dibuat sepert;

¢ Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
dua tahun terakhir, setiap unsyr Sekurang-
kurangnya bernitai baik,

Pasal 7

Usu) sebagaimang dimaksyq dalam Pagg 6 diajukan
dalam keadaan tertutup dan bersifat rahasia.

Pasal g

Dalam mengambhij| keputusan, BAPERJANAS memper-
timbangkan hal-haj sebagaij berikut

a. pengembangan karier Pegawaij Neger; Sipil  qi

Instansi dan Pegawai dj Hngkungan BUMN yang
bersangkutan;

b. Persyaratan calop sebagaimana diatur dalam Pasa)
5.

€. pengkajian terhadap bahan-bahan seb'agafmana
ditetapkan dalam Pasa| g ayat (2).

 Pasatg
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Biaya yang diperlukan oleh BAPERJANAS dibebankan

pada anggaran belanja Badan Administrasi Kepegawaian
Negara.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan
ditetapkan tersendiri.

‘Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku Rada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1994

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

ftd

TRY SUTRISNO
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LAMPIRAN T KEPUTUSAN KETUA BADAN
"~ PERTIMBANGAN JABATAN
TINGKAT NAST ONAL
NOMOR :; TAHUN 1994

TANGGAL . 27 AGUSTUS 1994

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN
URAJAN RINGKASTUGAS POKOK DAN FUNGST -

a. TUGAS POKOK -

TRY SUTRISNO
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LAMPIRAN il KEPUTUSAN KETUA BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN
TINGKAT NASIONAL
NOMOR : 01 TAHUN 1994 .
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

. KETERANGAN PERORANGAN

NAMA LENGKAP

1
2 NIP/NRP
3 TEMPAT, TANGGAL LAHIR/UMUR
2 PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT
5 JABATAN/ESELON
6 AGAMA ;
7 STATUS PERKAWINAN KAWIN/TIDAK
. KAWIN/DUDA/
JANDA *)
Il. RIWAYAT JABATAN
DARITGL/TH | INSTANST |
NO JABATAN S/IDTGUTH | INDUK | KETERANGAN

1 2 3 4 5

Coret yang tidak periu
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S IR AN

PENDIDIKAN DAN piy 4

THAN STRUKTURA,




V. RIWAYAT KEPANGKATAN

] GOLONGAN TERHITUNG MULAI KETE-
INO | PANGKAT RUANG TANGGALTAHUN RANGAN
1 2 3 4 5
V. PENGALAMAN
T T PENUGASAN KE LUAR NEGER]

RETE
NO |  NEGARA TUJUAN PENUGASAN LAMANYA | RANGAN
] Z 3 3 5
2 | SIMPOSIUM/SEMINAR
KEDUDU BLN/THN INETANSI ,
NO NAMA KAN/PE- | PENYELENG | PENYELENG | TEMPAT
RANAN GARAAN GARAAN
1 2 3 4 5 8

VI. TANDA JASA/KEHORMATAN

o NAMA/BINTANG SATYA TAHUN NAMA NEGARA
LANCANA / PENGHARGAAN | PEROLEHAN | YANG MEMBERI

2

3

4
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VIi. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN {DP-3)

TAHUN

VIIl. NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN {DUK)

TINGKAT NASIONAL ™) {
| B | TINGKAT INSTANSI ]

IX. KETERANGAN KELUARGA

STERI/SUAMI ™)

T TANGGAL
NAMA , LAHIR/UMUR
2 T 3
!
l
|
l
JENIS TANGI%’}L
KELAMIN LAH
UMUR
l 3 | 1
!
l
**} Diisi oleh Sekretaris Jakarta
BAPERJANAS

") Coret yang tidak perlu  PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN

KETUA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

ttd.

TRY SUTRISNO
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NOMOR PERIHAL URATAN
ISIAN
2 3 4
I KETERANGAN - Cukup jelas
PERORANGAN
1.1 NAMA LENGKAP | - Tulislah nama lengkap dengan huruf cetak

dan tidak boleh disingkat

12 NIP/NRP - Bagi Pegawai Negen Sipil, tulislah Nomor
Induk Pegawai (NIP} dengan jeias. Bagi
Anggota ABRI tulislah Nomor Register
Prajurit (NRP) dengan jelas. Bagi yang
bukan Pegawai Negeri Sipil atau anggota
ABRI tulislah Nomor Identitas fain yang
berlaku dalam lingkungan masing-masing.
Bagi yang tidak mempunyai nomor identitas,
dalam fajur ini dituliskan tanda strip (-).

1.3 TEMPAT, - Tulislah nama Kecamatan dan Kabupaten/
TANGGAL - Kotamadya tempat lahir. Apabila nama
LAHIR/JUMUR Kecamatan tidak diketahui tulislah nama

Kabupaten/Kotamadya tempat [ahir,

Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
Apabila tidak diketahui tanggal tulislah bulan
dan tahun kelahiran.

Apabila tanggal dan bulan kelzhiran tidak
diketahui, cukup ditulis taltun kelahiran saja.
Apabila tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
tidak diketahui, tulislah umur pada saat
pengisian Daftar Riwayat Hidup ini.

I.4 PANGKAT/GO- Tulistah pangkat/gelongan ruang gaji vang

LONGAN terakhir, dan tulislah tanggal, bulan dan tahun
RUANG/TMT mulai berlakunya pangkat tersebut.
.5 JABATAN/ - Tulislah  jabatan/eseion yang terakhir
’ ESELON didudukinya.
1.6 AGAMA - Tulislah Agama yang dipeluk
1.7 STATUS - Cukup jelas.
PERKAWINAN
It RIWAYAT - Yang dimaksud dengan riwayat jabatan
JABATAN adalah  seluruh  jabatan vyang pernah
didudukinya dari yang terendah sampai yang
tertinggi.
10 Il NOMOR URUT - Cukup jelas.
Lajur 2
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ampai
dukirya.

DARI TGaN
S/DTGUTHN

- Tulislah™ halh
dijelaskan,

OIKAN

UMUM  (sES(.
DAH SLTA) D
DALAM  NEGE.

RIZLUAR NEGE-
RI

NOMOR URUT
5

EKOLAH/

yang dimiliki hajk
uar neger;,

Cukup jelas.

Tulislah “nama

Pendidikan Sesudah S[TA
AKADEMI/ Yang dimiiiki, baik qi dalam negeri maupun
PERGURUAN diluar neger;.
TINGG!

Tulislah Nama  jurysan pada Pendidikan

sesudsh  SLTa sebagaimang dimaksud
dalam nomor urut 18,

Umpamanya:
- Untuk fakuttas
Hukum Perdata da

Hukum tulisiah
n sebagainya.

jurusan

- Tulisiah tahun
SLTA sebagaima
urut 18,

fulus pendidikan g
Na dimaksud dalam

PENDIDIKAN - Yang dimaksud pendidikan dan peiatihan
DAN PELATIN. jabatan adalah Penyelengargan proses
AN JABATAN

belajar mengajar  daizm rangkz
katkan kemampuan Pe:

dalam melaksanakan jab

mening-
Gawai Negeri Sipil
ata nya.




2 3 4
M.2a PENDIDIKAN - Tulislah semua nama pendidikan dan
lajur2 | DAN PELATIH- pelatihan struktural yang pernah diikuti.
AN STRUKTU-
RAL
fll.2a 1 INSTANSI PE- |- Tufislah  nama Instansi yang me-
lajur3 | NYELENGGA- nyelenggarakan pendidikan dan pela-
RA tihan struktural sebagaimana tersebut
dalam nomor urut 23.
Mn2a LULUS TAHUN | - Tulislah tahun lulus pendidikan dan
Lajur 4 pefatihan  struktural sebagaimana ter-
sebut dalam nomor urut 23.
M.2a KETERANGAN | - Tufislah halhal yang dianggap periu
lajur 5 untuk dijelaskan.
IM.2b NOMOR URUT | - Cukup jelas.
lajur 1
.2b PENDIDIKAN - Tulislah semua nama pendidikan dan
lajur2 | DAN PELATIH- pelatthan fungsional yang pernah diikuti.
AN FUNGSIO-
NAL
. 2b INSTANSI PE- | - Tulislah nama Instansi yang menye-
Lajur3 | NYELENGGA- fenggarakan pendidikan dan pelatihan
RA fungsional sebagaimana tersebut dalam
nomor urut 28
1, 2b LULUS TAHUN | - Tulislah tahun Iulus pendidikan dan
Lajur 4 pelatihan  fungsional  sebagaimana
tersebut dalam nomor urut 28.
. 2b KETERANGAN | - Tulislah hal-hal yvang diangap periu.,
Lajur 5 untuk dijelaskan.
nm2ec NOMOR URUT | - Cukup jelas.
Lajur 1
lll.2¢c | PENDIDIKAN - Tulislah semua nama pendidikan dan
Lajur2 | DAN PELATIH- pelatihar teknis yang pernah diikuti.
" | AN TEKNIS.
. 2¢ INSTANSI - Tuiislah nama nstansi yang menye-
Lajur3 | PENYELENG- tenggarakan pendidikan dan pelatihan
GARA, teknis sebagaimana tersebut dalam
nomor urut 33,
i 2c LULUS TAHUN | - Tulislah tahun lulus pendidikan dan
Lajur 4 ' pelatihan teknis sebagaimana tersebut
dalam nomor urut 33.
l.2¢ KETERANGAN [ - Tulislah hai-hal yang dianggap periu
Lajur 5 untuk dijelaskan.
37 M. 3 KURSUS-KUR- | - Yang dimaksud dengan kursus-Kursus
SUS DI DALAM di dalam dan di luar negeri adalah
DAN DI LUAR kursus-kursus yang pernah dikuti baik
didalam negeri maupun diluar negeri.

NEGER/
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38 . 3 NOMOR URUT | - Cukup jelas
Lajur 1
39 m.3 NAMA - Tulislegh nama kursus yang pemah
Lajur2 | KURSUS diikuti baik di dalam negeri maupun di
luar negeri
40 H.3 INSTANSI PE- | - Tulislah nama instansi penyelenggara
Lajur3 | NYELENGGA- kursus yang dilkui  sebagaimana
RA fersebut datam nomor urut 39.
41 n. 3 DARI TGL/THN § - Tulislah tanggal/tahun mulai berfang-
Lajurd4 | S/D TGLUTHN sungnya dan berakhirnya pendidikan/
kursus kedinasan yang pernah diikuti
sebagaimana tersebut dalam nomor
urut 38.
42 H 3 KETERANGAN | - Tulislah hal-hal yang dianggap perlu
Lajur 5 untuk dijelaskan,
43 V. RIWAYAT KE- | - Cukup jelas.
PANGKATAN
44 V. NOMOR URUT | - Cukup jelas.
Lajur 1
45 v PANGKAT - Tuiislah pangkat sejak pengangkatan
Lajur 2 pertama sebagai pegawai sampai
dengan sekarang.
46 V. GOLONGAN - Tulislah golongan ruang penggajian dari
Lajur3 | RUANG pangkat sebagaimana tersebut datam
nomor urut 45,
47 v TERHITUNG - Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai
Lajur4 | MULAl TANG- berlakunya pangkat sebagaimana ter-
GAL/TAHUN sebut dalam nomor urut 45,
48 v KETERANGAN | - Tulislah hal-hal yang dianggap perlu
Lajur 5 untuk dijelaskan.
49 v, PENGALAMAN | - Cukup jelas.
50 Vi PENUGASAN - Cukup jelas.
KE LUAR NE- :
GERI
51 VA NOMOR URUT | - Cukup jelas.
Lajur 1
52 V.1 NEGARA - Tulistah  nama-nama negara yang
Lajur 2 pernah dikunjungi dalam rangka tugas
kedinasan
53 V.1 TUJUAN - Tulistah tujuan penugasan ke negara-
Lajur3 | PENUGASAN negara yang dikunjungi,
Umpamanya : Tugas belajar
54 V.1 lajur | LAMANYA - Tulisiah lamanya tiap-fiap betugas ke
4 iuar negeri sebagaimana tersebut datam

nomaor urut 53.
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V.1 KETERANGAN | - Tulislah hal-hal yang dianggap periu
Lajur 5 untuk dijelaskan
V.2 SIMPOSIUM/ Cukup jelas.
SEMINAR
V.2 NOMOR URUT Cukup jelas.
Lajur 1
V.2 NAMA Tuiislan semua hama simposiurmy/
Lajur 2 seminar yang pemah diikuti, baik di
dalam maupun di luar negeri.
V2 KEDUDUKAN/ | - Tulistah kedudukan/peranan dalam sim-
Lajur3 | PERANAN posiunyseminar sebagaimana dimak-
sud dalam nomor urut 58,

V.2 BLN/THN PE- Tulislah bulan, tahun diselenggarakan-
Lajur 4 | NYELENGGA- nya simposium/seminar, sebagaimana
RAAN dimaksud dalam nomaor urut 58
V.2 INSTANS! PE- Tuiisiah Instansi mana yang menye-
Lajur5 | NYELENGARA lenggarakan simposium/seminar, seba-

gaimana dimaksud dalam nomor urut
58.
V.2 TEMPAT Tulislah nama kota dan negara tempat
Lajur 6 simposium/seminar diselenggarakan se-
bagaimana dimaksud dalam nomor urut
58.
Vi, TANDA JASA/ Tanda jasa dan kehormatan meliputi
KEHORMATAN Bintang, Satyalancana, Penghargaan
. dan Tanda jasa lainnya.
Vi. NOMOR URUT Cukup jelas.
Lajur 1
Vi NAMA Tulislah semua nama Bintang/Satya
Lajur 2 | BINTANG/SA- Lancana/Penghargaan  yang pemnah
TYALENCANA/ diperoleh. Umpamanya :
PENGHARGA- Bintang Maha Putra Kelas |.
AN Piagam Penghargaan sebagai Guru
Teladan I, dan sebagainya.
Vi, TAHUN Tulislah tahun diperoiehnya Bintang/
Lajur3 | PEROLEHAN Satya Lencana/Penghargaan sebagai-
mana dimaksud dalam nomor urut 63.
Vi1, NAMA Tulislah nama negara yang memberi
Lajur4 | NEGARA Bintang/Satya  Lancana/Penghargaan
YANG sebagaimana dimaksud dalam nomaor
MEMBERI I urut 85.
VI DAFTAR PENI- Cukup jelas.
LAIAN PELAK-
SANAAN  PE-
KERJAAN (DP-
3}

IsT=X ]



URUT
DALAM  DAF-
TAR URUT KE-
PANGKATAN
(DUK)

- Cukup jelas.

kepangkatan di |
- Cukup jelas

76 IX KETERANGAN
KELUARGA

tidak boleh dising

TANGGAL

Tulislah tanggal,
LAHIR/UMUR

- Meliputi” semua
kandung, anak tiri,
dan anak angkat.
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70 Vii. - Tulislah tabun penitaian DP-3 daiam 2
. (dua) tahun terakhir
71 Vil NILAJ - Tulislah niaj rata-rata Dp-3 dalam 2
. RATA- RATA {dua) tahun terakhir.
72 VIL - Tulislah hal-hal
Vill.

74 Vil TINGKAT - Diisi oleh Sekretaris BAPERJANAS
Baris A | NASIONAL
VIl m - Tulislah nomor araf dalam’ daftar urut

77 IX.1 - Apabila isteri, coretiah kata suami
-W = Apabila suami, coretiah kata ister.
NAMA - Untuk pria, tulisiah

isteri-isteri {apabila tebin dari 1) dan

- Untuk wanita, tulistah nama lengkap
Suami dan tidak boieh disingkat,

kelahiran isteri/suami yang bersang-
kutan, Apabila tidak diketahui tanggal,
tulislah  bulan dan tahun  kelahirgn,
Apabila tidak diketahui tanggal dan
bulan, cukup ditylis tahun  kelahiran
saja. Apabila tidak diketahui tanggal,
bular dan tahun, ditulis umyr pada saat
pengisian Daftar Riwayat Hidup ini.

- Tulisizh bekerfaan isteri/suanm,

- Tulislah hal-Ra yang dianggap perly
untuk dijelaskan.

yang diangap pern)

nstansi tempat bekerja.

Nama lengkap istery

kat.

bulan ~dan tahun

anak  yaity anak
anak yang disahkan,




a7 | IX.2

2 3 4
X.2 NOMOR URUT | - Cukup jelas.
Lajur 1 ‘
X.2 NAMA - Tulislah nama lengkap anak tidak boleh
Lajur 2 disingkat.

IX.2 JENIS - Tulistah jenis kelamin, apabila pria
Lajur3 | KELAMIN tulislah pria dan apabila wanita tulislah
wanita.

TANGGAL - Tulislah tanggal, bulan dan tahun
Lajur4 | LAHIR/ UMUR kelahiran masing-masing anak. Apabila
tidak diketahui tanggal, tulislah buian
dan tahun kelahiran. Apabila tanggal
dan bulan kelahiran tidak diketahui
cukup ditulis tahun kelahiran saja.
iX.2 PEKERJAAN - Tulislah pekerjaan anak bagi yang
Lajur5 sudah bekena pada Instansi pemerintah
maupun swasta. Apabila anak-anak
tidak bekerja, dilajur ini diberikan tanda
strip (-}
IX.2 KETERANGAN | - Tulislah hal-hal yang diangap peru
Lajur 6 untuk dijelaskan.
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